
dan Retribusi Daerah ; 

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun l<J99 tentang Pemerintahan 

Daerah ; 

4. Undang-undang Nomor i8 Tahun 1997 tentatig Pajak Daerah 

~ u d f ,_ T . .-...-. _,.... 'f 1 "'",..... l f ..,..,... .. la ..,, · n ang-unuang rsomor 2.:; 1 anun 1:1:;L. emang rcesena · n; 

Pidana ; 

2. Undang-undang Nornor 8 Tahun 1981 tentang Hukum .. Acara 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah ; 

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 lentang Pembentukan 

Keputu.San Bupati, 

b. bahwa unruk maksud terse but perlu ditetapkan dengan 

n berdaya guna perlu di tapkan agar dapat berhasil 

di Pusat Kesehatan ~, syarakat, maka untuk pelaksanaannya 

Nornor 7 Tahun 2001 terrtang nc: 1 ibusi Pelayanan Kesehatan 

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pali 

BUPATIPATI 

P-JSAT KESEHAT Ar~ lviASYARAKAT 
TI:~-~ -G RETRIBUSI PELAY A1".J°AN. l(ESEI-L~ TA;.; DI 

PETUNRT:r<. PEL.AKS.A_NA.A~N 

K ... : .. J?UTUSAN BL'PATI PATi 

NOMOR ; T Hill~ 2004 

BUPATI PATI 

- 



- 

lvIB1vfUTl.JSK.i\.N . 

l [omor 6 Tahun 2000 tcntang I'cmbcntukan Organisasi 

Dinas-dinas Daerah Kabupaten Pali ; 
13. Peratnran Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 T ahun 2003 

tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan 

Masyarakat, 

tentang Pe.mbah.an Atas Peraturan Daerah ¥....abupaten P ati 

Kabupaten Pati ; 

Kab .... p ... ten Pati Nomor ....,0 Tahun ..,Ari., .1.~ uu_ u vu. ..1. £ L .u .1- .1. u.i. .1..\..r-J~ 12. Peraturan DJcraJ1 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2000 

tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 

Tahun 1999 tentang Pt.1iyidik Pegawai Negert Sipil di 

I .ingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat TI Pati ; 

T .insrkunszan Pemerintah Daerah : 
~ ~ I 

8. Pcraturan Pcmcrintah Rcpublik Indonesia Nomor 66 Tahun 

2001 renrang Renibusi Daerah ; 

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 

tcntang Pcmbinaan Pcnyidik Pcgawai Ncgcri Sipil di 

Kewenangan Pemerintah dan Ke, .. venangan Propinsi sebagai 

Daerah Otonom ; 

6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pern.bahan 

atas Undang-undang Nomor i8 'I'ahun i997 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah ; 

7. Peraturan Pmerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 
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7. Pelavanan . ,, 

Pati : 
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupalen 

dan bcntuk badan laimi"ya ; 

politik atau organieasi sejenis, lernbaga bentuk usaha tetap 

perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial 

apapun, firma, kongsi, koperasi, Dana pensiun, persekutuan, 

Usaha Mihk Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk 

5. Badan adalah Bentuk Badan Usaha yang meliputi perseroan 
tcrbatas, pcrscroan komanditcr, pcrscroan lainn: ·a, Badan 

Daerah sesuai Peraruran Perundang-undangan yang berlaku ; 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati ; 

3. Bupati adalah Bupati Pati ; 

4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas dibidang retribusi 

1. Daerah adalah Daerah Kahupaten Pati ; 

Dalam Ke-'i)Utugan ini yang dimaksud denga:n : 

Pasal 1 

B.AB I 

KETENTUAN T_Th,fTJM 

:r-v1ASYARAKAT. 

KEPUTUSAN BUPATI PAT! TENTANG PEru-.NJUK 

PELAKSANA.AN PERATURAN DAERAII KADUPATEN 

P.ATI NO!vfOR 7 TJ;A.HlThT 2003 TENT.ANG RE.TRIBUSI 

:rvm:rvflJTUSKAN : 
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1 &. Pelavanan . .. 

17. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah Pelayanan 

Kesehatan Gigi dan Mulut ; 

mcntal ; 

Pelayanan Kesehatan dalarn bentuk rehabilitasi rnedik dan 

untuk penegakan diagnose ; 

16. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah 

--. 
pcmbcdahan ; 

15 .. Pelayanan Penunjang Medik adalah Kegialan penuruang 

14. 'i'indakan Non .:-'"~.:dJk operant adalah 'l'indakan tanpa 

1 bi . bi menggi .. maxan pem msan a tau mnpa porno msan ; 

12. Pelayanan Medik adalah Pelayanan Kesehatan kepada 

seseorang yang dilakukan oleh Dokter ; 

13. Tindakan Medik Operatif adalah Tindakan Pembedahan .: ang 

seseorang kepada Rawat I nap kurang dari sehari ; 

I 1. Pelayanan Rawat sehari adalah Pelayanan Kesehatan kepada 
darurat ; 

diberikan kepada ~eMeunmg yang bersifat gawal dan atau 

dirawat inap ; 
9. Pelayanan Rawat Inap adalah Pelayanan Kesehatan kepada 

seseorang dengan tinggal di Puskesmas Rawat Inap ; 

10. Pclayanan gawat darurat adalah Pclayanan Kcschatan yang 

untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan tanpa tinggal 

8. Pelayanan Rawat Jalan adalah Pelayanan kepada seseorang 
Masyarakat dan jaringannya ; 

7. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan 

Kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam bentuk 
preventip, kuratip dan rehabilitatip di pusat Kesehatan 
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30. Retribusi . 

Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil; 

dilakukaii kegiatan-kegiatan melaksanakan 

29. Puskcsmas pcmbamu adalah unit pclayanan kcschatan yang 
sederhana yang berfungsi menunjang dan mernbantu 

Puskesmas diluar gedung dengan tujuan memperluas 

Kabupaten Pali ; 
28. Puskesmas keliling adalah pelayanan kesehatan oleh 

Puskcsmas adalah unit pclaksana tcknis Dinas kcschatan 

diruang rawat h~ap; 

25. Visite adalah knnjungan pelayanan dokter kepada pasien di 

Puskesmas rawat inap; 

26. Tempat tidur adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia 

sarana di Puskesmas Rawat Inap; 

24. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima ams pemakaian 

seseorang ; 

pelayanan kesehatan alas pelayanan yang diherikan kepada 

22. T arip adalah scbagian atau scluruhnya biaya pcnyclcnggaraan 
kegiaran pelayanan kegiatan yang dibebankan kepada 
seseorang sebagai imbalan aw pelayanan yang diterima ; 

23. Jasa pclayanan adalah imbalan yang ditcrima pclaksana 

berkaitan dengan kepentingan hukum : 

21. Pelayanan Mediko Legal adalah Peleyanan Kesehatan yang 

yang diberi .. kan dalam bentuk konsultasi dibidang Kesehatan ; 

berkaitan dengan peiayanan medik ; 
20. Pelayanan Konsultasi khusus adalah Pelayanan Kesehatan 

yang diberikan pada seseorai,g tidak secara langsung 

19. Pelayanan Penunjangan Medik adala.11 Pelayanan Kesehatan 
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38. Wajib . 

.. ;i ... 1 • • iemn iailJUt; 

mcngalami kccclakaan scbclum mcndapatkan pcrtolongan 
pertolongan yang pertama kali diberikan pada ~eMenrang yang 

pihak lain; 

17. Pertolon~11 pertama pada kecelakaan (PPPK) adalah 

36. Pcngobatan gratis upaya pclayanan kcschatan yang dilakukan 

pada seseorang tanpa dipungul biaya dan atau dibiayai oleh 

35. A .. komodasi pasien padal'uskesmas rawa.t inap dan unit gawat 

34. Kader Kesehatan terdiri dari dukun bayi terlatih.kader 

Posyandu dan mitra kader; 

. . 
masmg-masmg; 

kepentingan pembangunan kesehatan di Desa /Kelurahannya 
kemauan rum kemampuan bekerja secara sukarela untuk 

ss. Kader Kesehatan adalah sesennmg yang mempunya1 

I'uskcsmas /dan jaringannya .tidak tcrmasuk pclayanan 
pendaftaran; 

32. Puskesmas dan jaringannya adalah Puskesmas, puskesmas 

Pcmbantu dan Puskcsmas kcliling scrta Bidan Dcsa; 

retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di 

3 I . Retribusi pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut 

oleh orang pribadi dan atau Badan; 

30. Retribusi ja.sa umum adalah retribusi atas jasa yang 

disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan 
kepennngan dan kemanfaatan umurn serta dapat dinikmati 
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45. Pemeriksaan . 

dipersamakan SKRDKBT dan SKFJJLB yang diajukan oleh 

waiib retribnsi; 

lain yang dokumcn a tau SKF .. I) kcbcratan 
44. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan alas 

denda ; 

43. Surat tagihan rctribusi dacrah yang sclanjutnya dapat 

disingkat S1.RH adalah sural untuk melakukan tagihan 
retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau - 
berutang atau tidak seharusnya terutang; :c: -a .. 

jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang 

menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena 

42. Surat ketetapan retibusi daerah lebih bayar yang seianjutn_ a 

dapat disingkat SKRDLB .adalah surat keputusan yang 

yang telah ditetapkan ; 

keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi 

Surat adalah SKRDKBT disingkat 

41 . Surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar tambahan yang 

undangan pcraturan dacrah; 
40. Surat ketetapan retribusi daerah yang selaniutnya dapar 

disingkat SKRI) adalah Keputusan yang menentukan 

bcsarnya jumlah rctribusi yang tcrutang; 

retibusi yang temtang menurut peraturan perundang- 

wajib retribusi untuk melakukan data obyek retribusi dan 

39. Surat pendaftaran obyek retribusi daerah yang selanjutnya 
dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh 

~ 8. Wajih retribusi adalah orang badan yang menurut peraturan 

perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan 
pembayaran retribusi; 
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(4) Tidak 

Pasal ini dilakukan selarna 24 (dua puluh ernpat ) jam. 

pclayanan gawat darurat di Puskcsmas scpcrti pada ayat (2) 
(3) Pclavanan keschatan di Puskesmas rawal man dan unit 
'- / -· .J. 

gawat darurat di Puskesmas, 

scbagaimana tcrscbut pada ayat (1) I'asal 11~ dilakukan pada 

jam kc1j" kecuali Puskesmas rawai map daTl unit pelayanan 

(2) Pelayanan k~~vh.;.u;.m 

(i) Obyek retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi 

Pasal 2 

OBl'EK DAN SUB:{EK. RETRIBUSI 
BAB II 

tcrjadi scrta mcncmukan tcrsangkanya. 

ncgcri sipil yang sclanjutnya dapat discbut pcnyidik, untuk 
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukri iru 
membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang 

serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai 

46, Penyidikan tind .. -ik pidana dibidang r~tribusi daerah adalah 

lainnya dalam pengawasan kepatnhan kewajiban retribusi 
daerah berdasarkan peraturan perundang .. undangan retribusi 

mengnmpulkan dan mengolah data dan atau keterangan 
45. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, 
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(1) Bagi Pihak . 

YANG BEKERJASA_lvfA DENGAi"\J PUSKESl'viAS 
Pasal 4 

PELAY ANAN KESEHA T Al'J" .PIHAJ( SW AST A 

BAB III 

(2) Tidak tcrmasuk subyck pclayanan adalah Oi&1g pribadi atau 

badan usana yang mendapatkan pelayanan kesehatan yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Pati dan pihak 

swasta. 

janngannya. 

dan Puskesmas di kesehatan pelayanan 

(I) Subyek pelayanan adalah orang pribadi atau badan yang 

Pasal 3 

diatur oleh Kepala Dinas, 

pertama pada kecelakaan ( PPPK ), yang pelaksanaannya 

(5) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b 

Pasal ini bcrupa pcngobatan gratis, pclayanan pcrtolongan 

Daerah K ahupaten Pati Nomor 7 Talnm 2003 ten.tang 

sesuai Peraturan Retribusi Pelayanan di Puskesmas 

a. Pelayanan pendaftaran; 

b, Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Pemerintah 

Kabupaten Pati dan Pihak swasta tidak termasuk Struktur 

(4) Tidal-~ termasuk obyek retribusi adalah · 

-9- 



(3) Kriteria . 

(2) Retribusi yang wajib disetor ke kas daerah adalah retribusi 

pelayanan keseharan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 

avat, (1) _(2) dan (,_3) Kep utusan 1n1 . 
.,) J ~. ,I I '\ ,I 

rv Pasal 8 Pcraturan Dacrah Kabupatcn nomor 7 tahun 2003. 
pusat kesellatan masyarakat sebagaimana diatur dalam B.AB 

( 1) Struktur dan besarnya tarip retribusi pelayanan kesehatan di 

HAR rv 
STRlJK.TOR DAN. BESARl~~{A TA.RIP RETRIBUSI 

Pasal 5 

ditetapkan oleh Kepala Dinas, 

(3) Pcngaturan Prinsip dan Pcnctapan struktur dan bcsarnya tarip 

khusus untuk nihak swasta sebazaimana dimaksud avat (2) 
.l '-" .,• ' J' 

pclaksanaannya wajib mcndapatkan pcrsctujuan Bupati 
setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Dinas, 

kesehatan yang menggunakan sarans dan prasarana sendiri 
(2) B~ pihak ~wa.,ta yang akan menyelenggarakan pelayanan 

(1) Dagi pihak swasta yang akan menyelenggarakan pelayanan 
kesehatan yang bekerja sama dengan Puskesmas harus 
mendapat persetujuan dari Kepala Dinas. 
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(4) Strukmr , , . = ••• 

dan pengganti bahan bakar (3) Biaya akomodasi petugas 

.... 
U4.l\4.l, 

2003 tidal~ tcm~uk biaya aku1m;dwi petugas dan bah.an 

Peran ... u-an Daerah Kabupaten Nomor 7 (2) angka 13 

Nomor 7 Tahun 2003 .. 

t L) angka ~ , 11 dan 13 Peraturan Daerah Kabupaten Pati 

pelayanan atnbulan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat 

unluk raw a! .. mcmoayar (l) Tidak 

Pasa16 

JUJANGAN DAi'\J OBAT - OBATAN 
RETRIBUSI PELAY ANAN RA \VAT JALAN. AfvIBuLAl~CE 

DADV 

ditetapkan oleh Ke.pala Dinas . 

sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) angka 2 dan i3 

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nemer 7 Tahun 2003 

(3) l(literia jenis kesehatan bempa pertolongan pertama pada 

dan vdayc1ua.J.1 ambulan ) (minor surgary kecelakaan 
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(3) Pengurangan 

wajib Kelurahan I 

I Dcsa Kepala dari usulan 

Pasal ini ditctapkan olch f~cpala Puskcsmas sctcmpat atas 

kesehatan sebaeaimana dimaksud dalam avat (2) 
"-' ,.,} ' ; 

{2) ' ., 

turut tanpa terputus, 

Kelurahan masing-masing selama 3 (tiga) Tahun berturut- 

mcngabdikan diri scbagai kadcr kcschatan di Dcsanya/ 

Nm.nor 7 Ta1mn 2003 adalab seseorang yang telah 

50 % dan wajib retribusi lainnya sebagaimana diatur 

pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebesar 

( 1) Kriteria kader kesehatan Lestari yang mendapatkan 

RETRTRUSI 

PENG{JRANGA1"-·I; KERfl,JGA1'•·J.A.J,J n.A.},.J PEivffiF..BASAN 

BAB VI 

Pasal ini dibebankan kepada pasien . 

Pcmcrintah Kabupatcn Pati scbagaimana dimaksud ayat ( 4) 

(5) Diaya penggantian obat-obatan diluar yang disediakan 

biaya ruangan dan obat-obatan yang disediakan Pemerintah 

Nomor 7 Tahun 2003 hanya digunakan untuk Kabupaten 
(2) angka 7 Peratu.ran Daerah diatur dalam Pasai 8 ayat 

dan besarnya tarip retribusi rawat inap sebagaimana (4) 
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HAH VHI. . 

diserorkan ke Ka.~ Daerah secant brute maksimal 1 x 24 jam. 
Hasil penerimaan atas retribusi pelayanan kesehatan ini harus 

Pasal R 

persen ) setiap bulan dan dari jumlah retribusi terutang, 

dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua 
tambahan atau dokumcn lam yang disamakan maka 

waktu ketetapan dalam S.Y~.RD, S¥JU) jabatan atau S¥Jt1J 

(3) Apatr.Ja pemohon tidak atau kurang mernbayar s~sua1 

(2) Pembayaran menggunakan SK.RD atau dokumen lain 

yang dipersamakan, 

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 T::1hnn ':>OO~ 

dan diba:var tunai, 

sebaaaimana dialur da1am v ;,_, memhayar retrihusi ••1 wann 
J 

( 1) Bagi masyarakat yang mcndapatkan pclayanan kcschatan 

Pasal 8 

SISTEiviDAN TATA CAi'1A fEivffiAY Al"<.AN RETRIBUSI 
I.L.;J3 VII 

Lestari sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini hanya 
berlaku di Puskesmas setempat dan berlaku untuk kader 

yang bersangkutan tidak dengan keluarganya. 

(3) Pengurangan dan keringanan kepada kader kesehatan 
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(2) Pengawasan . 

bcrdasarkan pcraturan pcrundang-undangan yang bcrlaku, 
Iugas dan Iungsinya Kabupaten sesuai dengan 

( I) Pembinaan teknis penyelenggaraan pelayanan kesehatan 

di Puskesmas dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan 

Pasal 10 

PEMBlN.A.t\N DAN PENGAWASlu'4 

berikutnya selambatnya tanggal 5 kepada Rupati dengan 

tembusan Kepala Dinas dan Kepala Kantor Pendapatan 

Daerah. 

penerimaan setoran setiap bulan sekali pada awal bulan 
diwajibkan membuat laporan Puskesmas (2) PBKP 

( 1) Pembantu Bendaharawan Khnsu .. s Penerima ( PBKP ) 

f Petugas Pemungut pada Puskesmas memungut retribusi 

izm pclayanan kcschatan scsuai kctcntuan yang bcrlaku 

dan menyetorkan hasilnya secara brnto ke Kas Daerah 
melalui Bendahara Khusus Penerima ( BKP ) Kantor 

Pcndapatan Dacrah dcngan Surat Sctoran ( SS ). 

DAD VIII 
PEMBUKUAN DAN PELAPORAN 

Pasal 9 
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Ti\.IDJ1.J 2004 NO!vIOR 2 SERI C 

J,EMBAnAN DAERAH KAHlJPATEN PATI 

SLAMET PRA \v1RO 

SEK..R:ET .AFJS n.A.i!:B_AJJ }CA nur ATEN PA TI 

pada langgal 6 ?'! ei 200~ 

Diundangkan di Pati 
Ti1tSI!v1AN 

BU.PATI PATI 

pad.a tanggal 6 Mei 200Lt 

Ditetapkan di Pan 

nenemnatarmva dalarn I .embaran Daerah Kabunaten Pali 
... ... .J .( 

dcngan mt Pati Bupati Kcputusan pcngundangan 
memerintahkan mengetahuinya orang setiap Agar 

Kcputusan ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan, 

Pasal 11 

BAB X 
KRTE~'TU.AN PE}.iTLTTUP 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

dilakukan oleh .Bad.an. Pengawas Kabupaten Pati sesuai 
( 2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Kepumsan ini 
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